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PERATURA.~ MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 85/HENKES/PER/11/1990 

TENTANG . 
UPAYA KESEHATAN SWASTA DI BIDANG PENCE­

GAHAN PENYAKIT 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK I_NDONESIA, 

·-

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penurunan ang 
ka kematian bayi, balita dan ibu, 
kegiatan imunisasi sangat diper­
lukan ; 

b. bahwa peran serta masyarakat da­
lam penyelenggaraan kegiatan 
imunisasi secara merata perlu di 
tingkatkan ; 

c. bahwa sehubungan huruf a dan b 
tersebut diatas perlu ditetapkan 
Peraturan Menteri Kesehatan ten: 
tang Upaya Kesehatan Swasta Di­
dang Pencegahan Penyakit. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-pokok Kesehatan ; 

2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 
tentang Wabah Penyakit Menular ; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Re­
publik Indonesia Nomor 920/Men -
kes/Per/XII/1986 tentang Upaya 
Pelayanan Kesehatan Swasta Dibi­
dang Medik ; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan No­
mor 84/Menkes/Per/II/1990 ten­
tang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 920/Men­
kes/Per /XII /1986 tentang Upaya 
Pelayanan Kesehatan Swasta Dibi­
dang Medik, 



WARTA PERUNDA.~G-UNDA.~GAN U-5 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURA.~ MENTER! KESEHATAN TENTANG 
UPAYA KESEHATAN DIBIDANG PENCEGAHAN 
PENYAKIT. 

Pasal 1 

Upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan panya-
ki t dapat berupa : · 

a. Balai i1Dllllisasi ; 
b. balai pemberantasan penyebab penyakit ; 
c. upaya pencegahan penyakit lainnya yang ditetaE 

kan oleh Menteri Kesehatan. 

Pasal 2 

(1) Balai imunisasi dibidang pencegahan penyakit 
dapat diselenggarakan oleh perorangan, kelom­
pok; yayasan atau badan li·J.Imrn lainnya dengan 
persyaratan sebagai berjKut : 

a. Dipimpin minimal ole;1 seorang dokter umum 
yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) se­
bagai penanggung jawab. 

b. mempunyai fasilitas untuk pengelolaan vak­
sin sesuai kebutuhan. 

c, Dalam pelaksan~an tugas Balai Irnunisasi 
dapat dibantu ~leh tenaga para medis pera­
watan dan atau tenaga administrasi. 

(2) Dalam pelaksanaan tugas Imunisasi dapat men­
dirikan beberapa Pos Pelayanan Irnunisasi baik 
berupa tempat tetap maupun merupakan Mobil 
Unit Keliling. 

(3) Pos Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) 
minimal harus dipimpin oleh seorang tenaga 
paramedis perawatan yang telah rnerniliki kete­
rampilan khusus imunisasi. 
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Pasal 3 

Balai Pemberantasan Penyebab Penyakit dapat di­
selenggarakan oleh yayasan atau Badan Hukum de­
ngan persyaratan sebagai berikut : 

a. Dipimpin minimal oleh seorang dokter yang 
memiliki keahlian dibidang pemberantasan pe­
nyebab penyakit atau seorang sarjana ahli di 
bidang serangga. 

b. Mempunyai fasilitas untuk pengelolaan bahan 
dan alat-alat pemberantasan penyebab penya -
kit sesuai dengan kebutuhan. 

c. Dalam pelaksanaan tugas Balai Pemberantasan 
penyebab penyakit dapat dibantu oleh tenaga 
kesehatan lain dan atau tenaga administrasi. 

Pasal 4 

(1) Untuk mendirikan Upaya Kesehatan Swasta di­
bidang Pencegahan Penyakit sebagaimana di­
maksud Pasal 1 harus memperoleh izin dari 
Menteri Kesehatan yang didelegasikan kepada 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
setempat. 

(2) Izin untuk menyelenggarakan sebagaimana di­
maksud ayat (1) berlaku untuk 5 Tahun dan 
dapat diperbaharui dengan mengajukan permo­
honan baru. 

Pasal 5 

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta dibidang 
pencegahan penyaki t harus memperhatikan fungsi 
sosial dan prinsip kelayakan, 

Pasal 6 

Upaya Kesehatan Swasta dibidang pencegahan pe­
nyaki t wajib membantu program pemerintah dibi­
dang pencegahan penyakit. 
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Pasal 7 

Besarnya tarif upaya kesehatan swasta dibidang 
pencegahan penyakit berpedoman pada kornponen bi­
aya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

Pasal 8 

Pernbinaan dan pengawasan upaya kesehatan swasta 
dibidang pencegahan penyakit menjadi tanggung ja 
wab Direktur Jenderal PPM & PLP dan dilakukan 
secara berjenjang sesuai dengan tingkat tangT 
gung jawab wilayah. 

Pasal 9 

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini di­
kenakan tindakan berupa tindakan adrninistratif 
mulai tegoran lisan sampai pencabutan izin. 

Pasal 10 

Petunjuk pelaksanaan Perat· <ran Menteri Kesehat­
an ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur 
Jenderal PPM & PLP. 

Pasal 11 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tang­
gal di tetapkan. · 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penern 
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal . 
~ 

J A K A R T A 

9 Pebruari 1990 

MENTER! 'XESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
Dr. AillYATMA, ~H. 
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Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 85/MENKES/PER/II/1990 

TENTANG 

UPAYA KESEHATAN SWASTA DI BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

: a. bahwa. dalam rangka penurunan angka kematian bayi, bali ta dan ibu, 

kegiatan irnunisasi sangat diper~ukan; 

b. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggar~an kegiatan imu­

nisasi secara rnerata perlu ditingkatkan; 

c. bahwa sehubungan huruf a d~1 b tersebut diatas perlu ditetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Upaya Kesehatan Swasta Dibi­

dang Pencegahan Penyakit . 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan; , .. 

2. Undang-Undang Not. ~ .., Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 

3. Pe~aturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/ 

Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang 

Medj_k; 

4. Peratur~1 Menteri Kesehatan Nomor· 84/Menkes/Per/I I/1990 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 920/Menkes/Per/ 

XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Medik. 

. M E M U T U S K A N 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN TENTANG UPAYA KESEHATAN DIBIDANG 

PENCEGAHAN PENYAKIT . 

Pasal 1 

Upaya kes ehatan swasta dib i dang pencegahan penyakit dapat berupa 

a. balai i munisasi; 

b . bal ai pemberantasan penyebab penyakit; 

c . upaya pencegahan penyakit l ainnya yang ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan . 
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Pasal 2 

(1) Balai imunisasi dibidang pencegahan penyakit" dapat diselenggarakan · 

oleh perorangan, kelompok, yayasan atau badan hukum lainnya dengan 

persyaratan sebagai berikut: 

a. · Dipimpin minimal oleh seorang dokter umum yang memiliki Surat 

Izin Pr~tek (SIP) sebagai penanggung j awab. 

b. mempunyai fasilitas untuk pengelolaan vaksin sesuai kebutuhan. 

c. Dalam pelaksanaan tugas Balai Imunisasi dapat dibantu oleh te­

naga para medis perawatan dan atau tenaga administrasi. 
l ;• I 

(2) Dalam pelaksanaan tugas Imunisasi dapat mendirikan .beberapa Pas 

Pelayanan Imunisasi baik berupa tempat ·tetap maupun merupakan Mo­

bil Unit Keliling. 

(3) Pos Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal harus dipimpin 

oleh seorang tenaga paramedis perawatan yang telah rnerniliki kete-

rampilan khusus imunisasi. 
1 

Pasal 3 

Balai Pemberantasan Penyebab Penyakit dapat diselenggarakan oleh yaya­

san atau Badan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Dipimpin minimal oleh seorang dokter yang memiliki keahlian dibi­

dang pemberantasan penyebab penyaki t a tau seorang sarj ana ahli di-· 

bidang serangga. 

b. Mempunyai fasilitas un~uk pengelolaan bahan dan alat-alat pemberan- . 

tasan penyebab penyakit sesuai dengan kebutuhan. 

c. Dalam pelaksanaan tugas Balai Pembcrantasan ·penyebab penyakit da­

pat dibantu oleh tenaga kesehatan lain dan atau tenaga administra­

si. 

Pasal 4 

(1) Untuk mendirikan Upaya Kesehatan Swasta dibidang Pencegahan Penya­

ki t sebagaimana dimaksud Pasal 1 hakus memperoleh izin dari Men­

teri Kesehatan yang di.delegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah De­

partemen Kesehatan setempat. 

(2) I zin untuk menyelenggarakan se.bagaimana dimaksud ayat (1) berlaku 

untuk 5 Tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan 

baru . 
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Pasal 5 

Penyelenggaraan ·Upaya Kesehatan Swasta dib i dang pencegahan penyakit 

harus memperhatikan f ungsi sosial dan prinsip kel ayakan . 

Pasal 6 

Upaya Kesehatan Swasta dibidang pencegahan penyakit wajib membantu 

program peme_rintah dibidang pencegahan penyaki t. 

Pasal 7 

Besarnya tarif upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan pen·yakit 

berpedoman pada komponen biaya yang ditetapkan oleh Ment eri Kese­

hatan. 

Pasal 8 

Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan swasta dibidang pencegahan 

-penyakit menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal PPM&PLP dan dila­.. 
kukan secara berjenjang sesuai dengan _ tingkat tanggung j awab wi layah. 

Pasal 9 

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dikenakan t indakan be ­

rupa tindakan adminis tratif mulai tegoran lis an sampai pencabutan 

izin. 

Pasal 10 

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan ini di t etapkan le­

l>ih lanjut oleh Di r ektur Jenderal PPM&PLP. 

Pasal 11 

Peraturan Menteri i ni mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan . 

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 

Peraturan Menteri ini dengan penernpatannya dal am Berita Negara 

Republik Indonesia. 

J A K A R T A 

9 Februari 1990 


